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KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk mewujudkan nilai Profesional, Akuntabel,
Sinergi, Transparan, dan Inovatif dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi pegawai Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, perlu disusun Kode Etik dan Kode
Perilaku Pegawai;

bahwa ketentuan mengenai Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-
07.KP.05.02 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia dinilai tidak sesuai lagi dengan
perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi,
sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia tentang Kode Etik dan Kode
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Mengingat

Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 142);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1698);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473 ), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186 );
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah pedoman sikap,
perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai dalam
melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan sehari-
hari.

Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Aparatur Sipil
Negara dan tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah
Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan
dan ucapan pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik
dan Kode Perilaku.

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang selanjutnya
disebut Majelis adalah tim yang bersifat ad hoc yang
dibentuk di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia dan bertugas melaksanakan penegakan
Kode Etik dan Kode Perilaku.

Terlapor adalah pegawai yang diduga melakukan
pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pelapor adalah pihak yang karena hak dan/atau
kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan
harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang
tentang telah atau sedang terjadinya pelanggaran Kode

Etik dan Kode Perilaku.
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8. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang
disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang
telah dan/atau sedang terjadinya pelanggaran Kode Etik
dan Kode Perilaku.

9. Pejabat yang Berwenang adalah Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Menteri atau

pejabat lainnya yang ditunjuk.

BAB II
NILAI-NILAI ORGANISASI

Pasal 2
Setiap Pegawai wajib menjunjung tinggi profesionalitas,
akuntabilitas, sinergis, transparansi, dan inovasi dalam
menjalankan tugas, fungsi dan kegiatan sehari-hari baik di
dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia.

Pasal 3

Nilai profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang selanjutnya

disingkat PASTI, meliputi :

a. profesional berarti mampu menyelesaikan tugas dengan
terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian
dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui
kerjasama;

b. akuntabel berarti mampu bertanggung jawab terhadap
setiap tindakan, perilaku, dan tugas, baik dari segi

proses maupun hasil;

c. sinergi berarti mampu bekerjasama dan membangun
kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan
untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik,
bermanfaat dan berkualitas;

d. transparan Dberarti mampu menyajikan data dan
informasi  terkait kebijakan, proses pembuatan,

pelaksanaan, dan hasilnya serta menjamin aksesibilitas
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publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

inovatif berarti mampu menciptakan dan
mengembangkan inovasi melalui inisiatif dan kreatifitas
untuk melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsi.

Pasal 4

Nilai PASTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki

unsur perilaku utama sebagai berikut :

a.

profesional meliputi perilaku:
1) terpuji;

2) berkompeten; dan

3) berintegritas.

akuntabel meliputi perilaku:
1) bertanggung jawab;

2) berkinerja tinggi; dan

3) berkesinambungan.
sinergi meliputi perilaku:

1) bekerjasama;

2) bermitra; dan

3) solutif.

transparan meliputi perilaku:
1) informatif; dan

2) aksesibilitas.

inovatif meliputi perilaku:

1) inisiatif;

2)  kreatif; dan

3) pembaharuan.

BAB III
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 5

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia dibangun berdasarkan pada nilai

PASTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
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